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* TAMAN KANAK-KANAK IDHATA TOMANTANG ©
DUSUM TOMANTANG, DESA BONTD SINALA KECAMATAN SINJAI BORONG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAL,

Menimbang a bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Fendidikan
Anak Usia Dim {(PAUD) dalam memberkan layanan pendidikan kepada Masyarasal peru
diteroitkan (pm Pendinan dan Penyelenggaraan Penddikan Anak Usia D (PALD,
bahwa berdasarkan Kepulusar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Salu Pinlu Kabupaten Simjal Momor 105137 000PMPTSPAIDN T tenlang krn Pendirian
dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dine TE IDHATA TOMANTANG® Dusun
Tomaniang Desa Bonla Sinala Hecamatan Sinjar Borong lelah nabis masa berlakunya sejak
tanggal 15 Jull 2018 _ maka perlu diterbitkan 12in Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Angk Usia Dimi (FAUD) yanq baru
bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang

peru dielapkan dengan Kepulusan Kepala Dinas Penanaman Medal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinlu Kabupaten Sinjal tentang lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) “TAMAN KANAK-KAMAK IDHATA TOMANTANG® Desa

Hanlosinala, Kecamalan Sinjal Borong,

engingal 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenlang Pembeniukan Daerah Tingkat || di Sulawesi
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1959 Namor 74, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 1822),
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sislem Pendidikan Masional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonaesia Nomor 4301),
k| Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenfang Kelerbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846)
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelayanan Publik (Lembaran MNegara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomar 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indenesia Nomor 5038),
5 Ungang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 temtang Pembenlukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomer B2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
Urndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republk Inconesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomar 5587) sebagaimana lelah beberapa kal diubah lerakhir dengan Undang.

Undang Nomeor @ Tahun 2015 lentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomer 23

Tahun 2014 tentang Pemennlahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5679),

7. Undang-Undang Momor 30 Tahun 2014 lenlang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesla Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Namor 5601)

8 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perfindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur
2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5606);

] Peralutan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 lenlang Perubahan Alas Peraturar
Pemennlah Nomor 17 Tahun 2010 lentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembarar
Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur

2012 Nomor 215, Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
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12 Peraturan Menten Datam

Tata Kena Unit Pelayanaan Penzinan Terpadu di Laeral,
Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudayaan Nomor BA Tatun 2014 tenotang Ferde
Satuan Pendidikan  Anak Usla Dini (Bentn Negara Republik Indonesia Tatsin 20018 Mo

1279)
14 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor
Republik Indonesia Tahu

Hukum Daerah (Berila Negara .
m Negen Nomof 198 Tahun 2017 te
a Repubdik Indonetia Taten 2

RO Tahun 2015 tenland ettt nn ooy
n 2016 Harmos 2076)
mang  Petygelenggen

15 Peraturan Menlef Dala
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negar
Nomor 1056). . ) _
16, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 lenlang penyelenggaraan f eruficdiean (Lerts
{3, Tambahan Lembaran Daerat Kabup:

Daerah Kabupaten Sinja Tahun 2014 Nomor

Sinjat Nomaor 74)

17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tenlang Pembentt
Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinj
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjal Nomor 93),

{8 Peraturan Bupali Sinjai Nomor 10 Tahun 2018 tentan
Penzinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Pintu Kabupaten Sinjal (Berita Daerah Kabupaten Sinjal Tahun 2018 Nomor 10)

18 Peraturan Bupati Sinjal Nomor 23 Tahun 2018 lentanq Penyelenggaraan Pelayi
Terpadu Satu Pintu (Benta Daerah Kabupalen Sinjai Tahun 2018 Homaor 23),

1 Permohonan Kepala TAMAN KANAK-KANAK IDHATA TOMANTANG MNomor 34
IDHATA/XI2019 tanggal 08 November 2010 Penhal Permohonan Penerbitan
Operasional Penyelenggaraan,

09 Maret 2017 lentang TAMAN KANAK-KANAK IDF

2. Akta Molans Nomor 19, Tanggal
TOMANTANG Disingkal TK IDHATA TOMANTANG.
- TTI285%DP, Tangy

3 Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupalen Sinjai. Nomar
November 2019, Penhal Perpanjangan lzin Operasional Penyelenggaraan yang baru

Jkan dan Susunan Feran
ar Tahun 2016 MNomo

q Pendelegasian ¥ eraerniar
Terpadu !

MEMUTUSKAN

Memberikan Lzin Operasional Penyelengqgaraan Pendidikan Anak Usia Dinl (PAUD), Kepada
Nama lembaga TAMAN KANAK-KANAK IDHATA TOMANTANG

Alamat Lembaga Dusun Tomantang, Desa Bontosinala,
Kecamalan Sinjai Borong, Kabupalen Sinjal

Penanggung HASMA, A.Ma

Jawab
1zin Pendinian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimak
Juli 2019 sampal dengan 15 Jull 2022,

pada DIKTUM KESATU. berlaku sejak langgal 15
Permohonan lzin Pendinan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajub

(iga) bulan sebelum berakhirmya masa berlaku izin;
Kepulusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana meslinya, sesuai dengan

kelenluanperundang-undangan.

Diterbitkan di Kabupaten Sinjai
_--Padatanggal 515 November 2019
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